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BUPAAI CIANJUR,

bahNa dalam rangka upara perlindungan dan !.rartsanan
lbu, bali baru lahir, bari dan anak balita, pemernltab
DaeEh pe.lu mclakukan peningkarm akses kesehatan ibu
dan anak melalui p.ograD pelalanan keseharan guna
peD Ckatan dera.tat kemanusiaani

bahwa junlah kasus kemadan pada ibu, bayi ba.u tahir,
bali dan anak balita masih iinggi, karena iru perlu
dillkukan Lrpaya dar akselerasi peninskatan keseharan
dalam pelaranarl, sumber dava oanusLa, edukasi,
trembinaan dan pengalrasan dalam !elal.ananj
bah{'a berdasarkan peftihbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupari ientary (esehatan lbu, Bati Baru Lahir, BaIi, dan

Undang-Undans Nomor 36 Tahun 2oo9 rentana Kesehatan
(Lembaran Nega.a Republ,k IDdonesia TahLLn 2009 Nomor
14.+, Tambahan lemba.an Nega.a Republlk lndonesia Notuo.
-0631;

LJndang-Und.ng Nomo. ,3 Tahun 2014 ie.tana
Pcmednrahan Daerah (Lenbarar Negara Republik indonesia
Tahurl 2014 Nomor 246, Tambaharl Lembaran Negara
RepubLk lndonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakl dengan Undang-Undang Noftor 9
Tahun 20ls rentang P€rubahan lGdua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 teDtang Pemerintahan Daerah
(Lcrnbaran Negara Tahun 2015 Nomor 5a, Tambahan
LombarAn Neaara Nomo. s679)t

UrdaDg Undang Nomor 30 Tahun 20r4 tentang Admi.istrasi
Peoer lahan (Lembaran Negara Republik Iodonesia Tahun
201.r Nomor 292, Tambahan L€mbdm Negara Republil<
Indonesia Noftor 5601)i

P.ra[n'.n Pcm.rinL.ih Nomo.28 Tahun 2004 ienla.g
tieanianaD, I4utu dan (lizi Pangan (Lemba.an Negara
Republik Lrdoresia Tahlu 2004 Noror 107, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor.r42.r)l



5. Peraturan Pemernrah Nom..33 Tahun 2012 reniang Pemberian An.Susu
Ibu Eksklusil (Lembaran Negara R€publik lndonesia Tahun ,Ot2 Nomor
sa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

6. Peratumn Menieri Keseharan Noftor 3 Tahun 2012 tentals Air Susu Ibu

7 Peratura. l\,lenrcri Keseharan Nomor 33 rahun 2012 renrang BahaD
Tambahan Panganl

a Pe.aturan Menteri Iiesehaian Nomor 75 Tahun 2013 tenrang Angka
I(ecukupan Gizi Bagi Bangsa lndonesia lBenta Negara Relublik Ifldonesia
Tahun 2013 Nomor 14aali

9. Peraturan Meniei Kcseharan Nomor 2s Tahun 2o1;r renlans Upaya
Kesehaian Anak lBenra Nesara Republik lndonesia Tahu, 2014 Nomor
a,+5)i

10. PeEturan Menteri I\esehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pciaksanaan Program Jaminan (esehatan Nasional Hamil (Berita NegaraDrp'' \- d _.i. -. h'.' 0'r \omor a'j,

ll Peraru.an Menrei liesehaia. Nomor a8 Tahun 201.1 tenrang Siandar
Tabler Taftbah Dakh basi Wanna Usia Subur dan Ibu Hamil lBe.ita
Negara Republik lndonesia Tahun 20i5 Nomor 18.{0li

12. Peraturan Mented liesehalan Nomor 21 Tahun 2015 ientang Sranda.
I\apsul Vitamin A bagi Bavi, Anak Balita dan Ibu Nifas {Berita Negara
P,p, \- o _.i. -.1 

' r 
iu'- \oi ' 

rr',
13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penlele.ggaran Program Indoresid Sehat dengan Pendekatan (eluarga
(PlS Pli) (Be.ita N€sa.a RepubLik lndonesia Tahun 2016 Nomor 122s)i

14. Perdru.an Da€rah lGbupater Cianju. Nomor 0a Tahun 2011 teniang
Sistem Pere..anann Pembangunan Daerah (lembaran Daerah (abutaten
CianjurTahun 2011 Nomor 36 Sed D)i

15. Pe.aluhn Daemh Kabupaten Cianju. Nonor 9 Tahun 20i1 tertary
ReDcana PembaugunaD Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 2O?5
{Lembaran Daerah (abuparen CianjurTahun 2011 Nomo.36 Se.i D)i

16. Peraruran Bupati Nomor 50 Tahun 2016 rrrtang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi sefta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Li.gkungan PererinLah kabupaxen Ciarlju. (Berira Daerah Igbupaien
Cianj r Tahun 201a Nom.r 91), sebagaimara telah diubah bebe.apa kali,
te.akhn dengan Pemtukn Bupati Nomo. 7.1 Tdhun 2019 terltang
Perubahai Kedua Alas Pe.aru.an Bulati Nomor 50 Tahun 2016 tentang
(edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl serra Tara (e.ja
Pe.angka! Dle.ah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur lBerita
Daerah Kabupaten Cianju. Tahun 2019 Nomo.74);

MEMUTUSIiAN:

Menetapkarl : PERATURAN BUPATI TENTANG KESEHATAN IBU, BAY] BARU
LAHIR, BAYI, DAN BALITA,

BAB I

IiETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraluran BuDari nn !!.q dn.aksud denean



l. Daerah ka6upareD selanjuhla disebur Dae.ah adalah Daerah Kabuparen

2 Pemerinrah Daerah Kabupaten setdjutnya disebut pemerinratl
Dapra. -4d ch Bup/ . srodetu r .. r p-r - " -n88rr" pemenrrarqd,
d-Fr"l- .dc rem.mp| pFt k.anr,n ur q1r p?TFI.rJh.n ,.r s
meria li !,i \e 

'd 'r,r dd-ra , o.or .m.

3. Bupati adalah Bupari Cianjur.
,. D "" "d-l"r D I ". h.\eh".Fr X"ouo..- , .i"1J,
5. Pelayanan kesehatan adalah inreraksl anra.a peneguna dan penyediajasa

6 Prldranan Kesehatan lbu dan Anak yang selanjurnta disjngkat pelaranan
(]A adalah paket pelavanan rerpadu petayanan Kesehara ibu, Bayi Ba.u
Lahir, Bayi dan Anak Balita dengad memtokuskan pada inreNensi vane
r_rb rk \F 

' 
iJl . p 'r.. o 1. ,sil r, n r rnkan Angk" h- r".,-. tb

Angka Kematian Ba,v,,i dan meningkarkan k€seharm ibu,bayi baru lahir,
bavi dan anak balita.

7 Tenaga (eseharan adalah setiap orang vang telah memiljki iarah dartatalr
se.tilikasi melalui pendidikan dar/atau pelarihai di tridanB kesehatan vans
mengab.likm diri di bidarig kesehatan sesuai keahltan dan kompetensi
lrang dimiliki, ienis tenaga rerredru memertukan izin untuk me6kukm
leiayanan kesehaian Iang selanjurnya di dalam pe.arurall Bupati ini
disebui tenaga kesehaian lainnva

8. Fasilius Pelavanan lieseharan vang selanjutnva disebu! Faskes adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas liabupaten Sinjai yang metiputi.umah sakii umum
daemll, puskesmas, puskesmas pembantu, darl klinik bertanggunglalvab
menyelengeamkan pembangunan kesehatan di suaru wilayah kerja.

9. Pelayanan S\rasta adaiah pelayanan orgaDlsasj dan indlvidu yang <laiam
melaksanakan kegiatarDrra tidak langsung dikendalikm oteh p;ei ah

10. Surdt lzin Praktek adatalr bukti rerruiis tang diberikan kepada tenaqa
k..ehoo iFrr.r L L^ n-.,J.. !d^-( p"t"l"rdr k".-\"La . ;r
dengan kotuletensinva di ie(par .lan aralr uilla! ah terrenrlr.

11. Audir Maternal Perinatel yang selanjurny€ disebut AMp adatah proses
penelaahan kasus kesakitan dan kemaiian ibu dan perinatal serra
penatalaksanmnnva secaia tuenyeluruh

12 Air Susu Ibu Eksklusilyang selanjumra dislngkai ASI eksklusil adalah ajr
susu ibu rarg dibe.ikan kelada anak usia noi hari sampai enam bulan
tanpa perberian makanan dan minuman lain.

13. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu
kekebalan re.hadap pe.rakii terrenru.

14. Anamnesis adalah lengka.tian dalam raDgka mendapatkd data tentang
pasien melalui pengaj Lran perranvaan-perranvaan at

15 Hipot€rmi adalah kondisi kerlka reijadi penurunan suhu rubuh secara
drastis hingga diba\rah 35 derajat celcnrs sehingga b€rpotensi bahaya.

16. Asfiksia adaLah gangguan dalah pengangkuran oksigen ke jdingan rubuh
yang disebabkan tergangglrnl,a lungsi paru-paru, pehbuluh darah araupun

17. Mastarakat adalah Narga liabup,ien Cianju.
18. Iieluarga adalah hubuDqar rerkecil dal.m Dra$arakat lang rerdiri dan



19. Ibu adalah n arira usia subur rang masih dapat hamil, se.iang hamil.
bersalin, nilas, dan mcnlusui penvelcnggara lemer rahan

20. Bali Barlr lahir atau .lisebut Neonatal adalah anak usia 0 hari sanpai

2i. Bayi adaiah anak usia o bulan smpai dengan 11 bulan 28 hari.

22 Anak balrta adalah anak Lrsi. 0 bulan sampai dengan 59 6ulan

23 Sarana pelararan lilA adahh S,rana pelala.an kesehatan vang dilengkapi
derEan alar dan sumber dam untuk menlele.gEarakan upaya lelayanan
KIA baik promotil, preventil, kuratil maupurl rchabiliiaiil yang dilakukan
oleh Pemerintah dai arau maslarakat.

2.+. Pen:.edia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah lasilitas peLayaran kesehatd
milik pemerintah maupun slvasta.

25. Tabler Tambah Darah yans seianju.nya disebut l-ID adalah tablet r-ang
mengandunB 60 mg elemental besi (F€) dan o,2s mC asam folat.

26. Komurikasi, lnaormasi dan Edukasi rang selanjutnla disingkar IllE adalah
kegiatan penlampaial inro.masi mengenai progrm liepe.dudukan
KeluaEa Beren.ana dan Peftbangunan Keluarga dalam rangka
meningkatkarl p€ngetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat
u.tuk me(utudkan kellrarga lang be.kualitas.

27. luakanan Pendamping A,. S su Ibu,tang selanjutnya dislngkal MPASI
adalah mak.nan Iang dibedhan pada ba)'i dan anak yang berusia 6 (enam)
24 (Dua Parluh Empat) bulan untuk memennhi kebutuhan Gizi

BAB ]I

MAI(SUD DAN TUJUAN

P.r:],
Maksud ditetdpkannya Pe.aturan Bulari ini adalah untuk tuember,lian
perlindungan hukum terhadap Pelayaran KIA

Pasal 3

Tujuan ditetapkannla P..atu.an Bupad ni, adalah:

a sebasai pedoftan pelaksanaan Pelayanan lilA;
b. sebasai ldndasa. hukum pa.a pemangku kepenringan dalam pelal{sanaan

c sebagai u!a)a peningkatan kuaLitas dan akses Pelalanan KIA;

d. meringkatkan perubahan perilaku masl'arakat dan pembei pelalanan

e. terciplanta ke.jasama anrar menurxnkan angka kesakitan dan anal< baliia

BAB IV

RUANO LINCKUP

Pasal 5

Rudng Lingklrp Peraturan Blrpari nri, melputi:

a. kese.anCarl Pemerinlah Dae.ahi
b. !elaksanaan Pelar"anan 1\lilA:
. hak dan keNajiban tenaga Pela!anan (Ai
d Dembnraan. ,enea\asan dan taneq nsjanabl



h sdksi admhistratil.

BAB V
(EWENANCAN PEMER]NTAH DAERAH

Pasal6

11) Pemerintah Daerah beffenang menetapkan pengaturan keblakan terkait
perlndungan Pelalanan KlA.

(2) Menetapkan prosram kesiatan dalam upa!'a perlindungan Pelayanan KIA

(3) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan ierkait
perlindungm Pelayanai KIA.

{.+) Melakukan koordinasi dan kerja sahd dengan Petuerintah, Pemerintah
Daerah Prolinsi dan Pefterintah Desa dalam upala perlindungan

BAB VI

PELAKSAN.dAN KIA

Bagian Kesatu

Jenls Pelayanan

Pasal 7

(1) Peme.intah Daerah aelaksanatan Pelayanan KIA.

(2) Jenis Pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

' Ptrar r''d. 
", 

.'h-rrn ra 'r s.bc' rl h. 
'b. pelara!!n kesehatan ibu hamili

c. pelayanan pe.salinani
d. pelayanan ibu uiiasi
e. pelayanan kontrasepsi;
I lelayanan kesehatm bai baru lahir, bayi dan anak balitai
C. lelayananimunisasi:
h. rumah tunggu kelahirani
j. janinan persalinan.

13) Keseluruhan jenis Pelayanan talA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan cakupan program PeLa)anan klA.

Paragraf 1

Pela,anan Kesehalan Masa Sebelum Hamil

Pasal 8

(11 Pemerintah DaeEh menr_ediakan lelayanai kesehatan masa sebelum
hamil l.ang bermuru, meEta dan teaanekau.

(2) Pelayman kesehata! masa sebeium hamil meLiputi Pelayman kesehatan
baci remaja, calon pengantin da pasangan usia subur.



Pasal 9

(l) P€latanan kesehatan rasa sebelum hamil bagi remaja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, meliplrti anamnesis, pemeriksaa. lisik,
peme.iksa.n penunjang dan laralaksdra selerti I(]E, peLayanan gizi,
imuDisasi dan pengobatan.

12) Pelayanan Lcs.haian masa scbclum hamil bagi calon pensanrin meliputi
anaftnesis, peheriksaan tisik, pehe.iksaaD penudang dan tatalaksana
seperti KIE, pelatanan gizl, skrining imunisasi dan ietanus serta

(3) Pela]anan kesehatan masa sebelum hmil bagi pasan8an usia subur
meliputi Anahnesis, pemeriksaan fi sik, pemeriksaan !enunjang

(a) Pene.iksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada avat 13) meliputi:

a pemeriksaan parudara khlis;
b. i.speksi !isual asetari

.. dan lemeriksaan laboratorium lainnya

d. tata laksana konunikasi, inlormasi dan edukasi, pelalanan gizi,
nnunisasi dan peneobatan.

Parasral z
PeLayanarl Iiesehatan lbu Hamil

Pasal 10

11) Pemeriniah Daerah memberikan k€mudahan bagi ibu hamiL ultuk
menda!atkarl pelaFn.n Femeriksaan keseh.ian y.ne memadai

12) Pemerintah Da€Eh mefrp.io.naskan pel.vanan pemeriksaan kehamilan
dengan pemberian tablet besi dan pemberian makanan tambahan bergizi
bagi ibu hamil Iang mcndcrna k€ku.angan energi kronis darl anemia.

13) Peme.intah Dae.ah berkeNajiban menyediakan kemudahan menyiapkan
lelalanan .ullrkan ibu daLam kondisi darurat sesuai deng.n kemampuan

(.1) Itu hamil Najib meme.iksakan keham,laD,lra secara be.kala di sa.ana
pelayanan kesehaian r"ang relah memenuhi standa. atau rerak.editasi

(5) Kelua+a dan nasyarakat Najib mendukung pentelenggaEan lemeriksaan
kehamila! di sarana pela\anan kesehatan.

(61 Tara cara pelalanan pemeriksaan kehdmilan dildlsanakan sesuai dengan
staDdar pela!a.an kebidanan.

PelaFn.n Persalinan

(r) PemeinLah Daerah darl Pemeintah Desa
heseharan di desa \aDg ses ai strndar
norlLutane Pelalan.i pcrsahr.n.

mentediakar renaga dan sarara
dengan rasio penduduk dalaft

(2) Ibu lang akan beEalnr di sa.and pelalanan milik Peme.nllah Daerah
maupun milik s(,asta hd s segerA ditangani oLeh Teraga pelayaflan (lA
\ang bekerja pada sarana p.lalanan kesehata,l tanPa ftembedakan status
sosial seslrai siandar oPeiasionaL Peftolongan Persahlan.



13) Dalam hal Tenaea pelaranan hlA tidak dalat memberikan p€riolongan
karena seslratu hal. seme.tara kondisi ibu sangar da.urat maha Tenaga
pelalanan (IA rersebut harus segera merujuk ke sarana pelayanan laig

(a) Dalan hal kegawat dlruratan PertolonliaD persaljnan lans mencrlukan
darah, maka Pemernrah Daerah bcnreiasama denBan Palang MeEh
Indoncsia dan Unit Translusi Darah Ruftah Sakit, membanlu kelan.aran
ketersediaan darah.

15) Seriap Tenaga lelayaran KIA mencatat seluruh kondisi lbu melahi.karl
.lalaft bentuk percatalan medis, termasuk grafik pe.sainran atau Partogral

(6) Tenaga pelalanan (IA !l.lam mennrgkalkan cakupar lelar''anan persalinai
dapar nrenjalin kemitraan dengan ienaga r.adLsionil di {ilalah kerjanla

Pasal 12

(1) Pertolongan pe.salinan hdla boleh dilal<sanakan oleh tenaga kes€haian
ydg be.kompeten disdana Pelayanan kesehaian yang tehn ftemenuhi
standar aralr rerakrednasi

(2) P€rsalhan ibu ha,nil laiib dilaksanakan di sarara pelatanan kesehatan
.o.g rF. n_n _ . "r.d"r d '", . (r_i ..i

(3) lbu hamil, kelua€a dan masraraLat llalib ftendukung penvele.ggaraan
pelaFnan pe.tolongan Persalinan di sa.ana pelayanan kesehatan vang

Pas.l 13

11) Kemirraan periolongan persalinan )ane dilakukan oleh TeDaga Pelalanan
liIA dan te,usa rrudisional/dukun lsanrc/sebacaimana dimaksud dalam
Pasal 11 arat (6) dilakukan dalam bentuk pe.siapan persalinan da!
n"r oe ..-/"n'b' oF.-r . i 'is_ _ d\ o_.. 'l'n.'

(2) T€nasa n adisional ldukunl sa.jib melaporkan kepa.la tenaea Pelavanan KIA
apabila ada ibu Iang akan melahirkan di n'ilatahnya

13) Tenaga tfadisional saiib melaporkan kepada Tenaga Pelalaran I<lA aPabila
a{:la ibu yane diindikasikan sedang hatuil unruk seLmjutkan ditindaklaniuri
oleh Tcnaga Pelay,nan klA di wilavahnla

(41 Dinas liesehaian melakukan Pembinaan kepada tenaga radisional atau
dukun rsanro Jang dianggap.akap dan mahPu dalam membantu
p.n\e a? '.il l,' ''k.6,r " "

(5) Pemerintah Daerah dan Pcme.intah Desa dapat memberikan Peryha.gaan
kepada tenaga rradisioral rang [elah beke.ja dan berjasa daLam membantu
tenaga kesehaGn dalam penyelenggaraan Pcla,vanm KIA

16l Pe.sharsaan sebagaimaru dimaksud Pada avat (5) dapat diberikd dalam

b pialai dan atau



Paraeral'1

P l.l "a. ' 
'b \:

Pasal 14

11) Tenaga Pelayanan (IA ilajib membe.ikan pelayanan ibu nifas sesuai
prosedur standa. di sa.ana kesehatan

(2) Tenaga Pelayanan KIA harus mampu mendeteksi resiko Iang dapat terlarli
t"d" md. a':' l. 'e"..ldn'_)dn-"n"'

(3) Tenaga Pelayanan KA WqLb membeikan lromosi kesehatan lang
be'h, b racdn d"nB"n L_.eL .'" 1,' d" "(

ParaBral5

P€laFnan I(onnasepsr

Pis.l 15

11) Pemerinrah Dae.ah meDled,akan alat ko.basepsi, obat elek samping
dt ba. ton...\Fp\ d p.ab,",EJr' k {nTl.l i.

(2) Pemerinlah Daemh memberikan informasi intensil kepada masya.akat
'e. "rg -, . " .. 'P^roolngkoni'. j

(31 Jmhan kele.sediaar alat honlrasepsi terutatua bagi pasaigan usia subur
keLompok miskin

(4) Jamnun pela:,anan bagi pasdngarl usia subur yang ingin menggunakan
.ara kontrasepsi medis operarif\ranita dan medis oleratifpria.

(5) Pelatihan Tenaga lelayanan KIA dalam upaya pelalanm kontrasepsi yang
berkualiras dan penanganan komplikasi aLib,at kontrasepsr

16) lbu dapat merlenNkan piiihan kontrasepsi untuh mensaiur kehamilannla
serelah mendalaikarl darl konseling peme.iksaan dari Tenaga Xesehatan
lcsehataD lbu.l.. Anak.

(7) Tenasa pelayanan KIA dan atau rokoh masyaiakat yang terlatih dapat
memberikan iniormasi yaDg jelas mengenai kontrasepsi.

Paragraf6

P€lar aran lilA
Pasal 16

(t) Pemerinrah Daerah menl€diakan kete.sediaai tenaga dan aiat kesehatan
untuk Pelayanan KIA.

(21 Pemerinral Daerah men!€diakan kete$edilan sarana dan PusaEna
unuk menunjang akses pelatanan kesehatan berkuahas bagi bayi dan

(3) Pemeiniah Daerah harus mendukuns dan menggalakl<an program
pemberian ASI eksklusil.

la) Tenaga Pelalanan IUA menlerahkan bali segera serelah lahir kepada
ibunla untuk dil.lkukan menesui dnri ilengan pembe.ian ar susu ibu

(51 Tenaga Pelatanan KIA dan k.lua.ga harus melindur8r bari sesuai dengan
srandar pelavanan unilrk merl.eeah hgp.rermi, asfiksia rrada bali banL
lahi.. 161 Peoberian an susu selain an susu ibu harus sesuai anlurln

15) lbu harus membcrikaD ASI eksklusil kepada bati samPai n'akiu 6leEm



17) Suaoi dan anggoia keluarga dan masyarakat lainnr.,a harus m€ndukung
ibu dalam pemberian ASI eksklusri.

18) KeluarBa atau pihak lain dilaraog meLakukan perawatan selain Iang
dianjurkan oleh tenaga Pelalanan KIA

Pasal 17

(1) Dalam Pelar arur lilA, Pemernrah Daerah melalui Dinas Kesehatan

a memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balital
b. menggalakkan lrog.aft lola asuh darl gizi anak kepada ibu, pengasuh

bayi dan maslarak:1t;

.. menggalaktan pemberian makan.n tambahan pada mak ba,lita
kurarlg glzi dafl. keluarga misknr.

(2) Tenaga Pelayanan (IA harus metupu melakukan deteksi dini bayi dan

(3) (eluarsa dan masrarakat harus rerlibai aktif dalam memantau
pcrtunbuhan dAn perkenbenga. bari darl anak baLita.

(a) Sarana pelalanan kesehatan Pemerinrah Daerah, swasta darl mandiri
harus memberikan pelatanan kesehatan ]ang sesuai dengan standa.
kepada bayi dan aDak balira sakit.

ParagralT
oFt. ,, ,' 

' .m, n...,.
Pasal 1a

(11 SeLiap cdlon pengantin $anna dan ibu hamil harus mendalatkan
imunisasi Tetanus Toxoid.

(2) Setiap bariNajib mendalatkan iEunisasi dasar lengkap.
(31 Peme.iniah Daerah melalui Dnras (esehatan merlediakar ketersediaan

vaksin untuk rmunisasi dasar.

(4, \,1"',"r"("r \"jibn_.'drL-nBp'L .rndEnt oEid m rnisd.i.

paragral8

Rumah Tunggu Kelahiran

Pasal 19

(ll Setiap lbu hamil, ibu melahi.larl, lbu nilas dan bal.i ba.u lahir yang
beresiko da,1 dikha{'ari.kd me bahayakan kesehald sertajiwanya, ivajib
n r'.dTdr (.n ! ldv n, ' ' r\ r''E_' \rl.' '-a

Pernerintah Daerah dan Pemerintah Desa menvediakan sarana dan
prasarana .umah tungeu kelahiran.

(2) Masrarakal qajib mendukuDs pelaksanaarl rumah tunggu kelahiran.

Paragraf 9

Jamindrl Pe.sdlinan

Pasal20

ll) Sciiap ibu melahrk.n d.t bati baN lahir mendapa*an janhan



(2) Dalam hal setiap ibu melahirkan, da. ba\i baru lahir karesorr ftiskin dan
tidak memiliki ]anuan alau asuransi berhak mendapatkan program
jaminan !ersalinan

(3) Peme.intah Daerah melalui Dinas ksehatan menlasilitasi penyediaan
jaminan persalinan bagi ibu melahirkan dan bayi banr lahir.

(.1) Masyarakar r'alib metrdukung te.hadap pelaksanaan j aminan persaLinan.

Bagian I<edua

Tenaga tiesehatan Pelayanan IllA
Pasal 21

Tenaga Keseharan rang meny€lenggarakan Pelay.n.n KIA

a. dokter slesialis kebidanan dan kandungani
b. dokter spesialis anak;
c dokier spesialis gizi tlinik;

h teraga kesehaLan lanrnm rang nemiliki kompciensi Pelalanarl KIA

BAB VII

HAK DAN ]IEWAJIBAN TENAGA PELAYANAN ]<IA

BaCian (esatu

Hak Tenaea Pelalanan KIA

Pasal 22

Setiap Tenaga Keseharan Pelavanar I(lA dapat diberikan insentifsesuai dengan
kemahpuan Xeuangan Daerah.

Pasal23

Insc.tii sebagainEna dimaks d dalam Pasal22 sebagai berikut:

a. tunjangan/jasa lannrd sesuai densan ketentuan peraru.an perundas

b. lasilitas dan insentil khusus diberikan bagi tenaga Pelayanan KIA Yang
ditempatkan di sarana lelatana kes€hatan

c. imbalanjasa dari masyarakat pada p.akt€k siLasta.

Bagian K.dua

I\erval,ban T€nega Pelayatan XIA

Pasal 2'1

(l) Tenaca P€Layanan KlA s'ajib memberikan pelayanan kesehatan baer ibu
hamil, ibu meldlirkan, dan iru nilas di trilaMh liedanya.

121 Teraga Pelalanan KIA trajib menbedkan Pelalanan KIA di nilavah

(31 Tenaga Pelatanan lilA Nalib melaklrkan (lE LePada suaoi dan atau
Re r. :. '. m(ne'

{4) Tenaga liesehalan IilA halus mampu memberikarl Penanganan terhada!
. namrl\ nP ..|<'-" '' ''



lal Tenaga lelatanan liIA $ajib m€lakukan periolonsan pe.rolongan perrama
r_9"\"'drr rr.rdn tPb'ddn", I d,l" i' r d b""

(6) Tenaga pelayanan I(lA Fajib memlerikaD pelayanan kesehatan reproduksi
calorl penganrin, qanira usia sulur, pasansan usia subur, renaia dan
pelatanan kontrasepsi.

(7) Tenaga Pelalanan lilA di*ajibkan mensosialisasikan daD mengedllkasi
kegiarar KIA lli \'ilatah kcrlanta,

(8) Tenaga Pelayanan KIA \rajib melakukan lemantauan layah setemPat

(9) Tenaga Pelavanan KIA rvajib melaporkan pelaksanaan pelaFnaD KIA dan
Kejadian Ketuatian lbu dan BaIi (l x 2,1 J.ml se.a.a belenjang di irilavah

BAB VI]I

PEMB]NAAN, PENOAWASAN DAN TANGCUNC JAWAB

Basian Kesatu

Pembnraan

P.sal25

(1) PemerinEh Daerah melalui Dnras Kesehaian dan Perangkat Daerah te.kait
melakukan pembnraan Pela]anan l{lA

(21 Pembinaan Pelayanan KIA sebagaimana diftaksud pada (1) dilaksmakan

a. pendidikan dan pelarihan p€rugas Pela!anan;
b Iasilitasi teknis pela,ratrani
c. konsuhasi teLnis pelayara.idan
d koordinaslpelayarra..

Baeian Kedua

Pengas'asan

Pasal 25

(1) Bupati melalui Dinas Kesehatan nclakukan Penga$asan ierhadaP setiap
kegiatan l,ang beikairan dengan penlelenagaraan Pelayanan ]lIA ya.8
dilakukan oieh Peran+at Daerah terkait dan Unit Perangkat Da€rah,
srvasia dan mandirl.

{21 Pengaqasan seLragaimana dim.ks d pada avat (l) melitiuti:

b sLandar kinerja tenaga IiIAi
.. standd sarana pelalanan kesehata. lilAidan
d. siandar op€rasiorul lrosedur Pelaranan I(IA

(3) Dhas ksehatan sebaeaimana dimaksud pada arat (ll qajib memberikan
. 'p rd' !_ dl .dno . p_aP. "' k prd ' B p"r

Bagian lietig.
Tanggung JaNab

PasaL 27

Penlelensgaraan pelalanan KIA dilaksanakan se.ara berlenjans:

I Daerah. m.liputil



a. membuat kebilakan:

b iersedlanr-a dat. meljprti tenaea. sarana, sasaran dan calupan/ha$l

.. p€ren.anaan kebutuhan dncgaran lenyeleDggaraan Pelayanan KlA !ang
bemutu, merara dan ie.janskaui

d. pelaksanaan kegiatan Pelatanan (lA sesuai standar yang b€rlaku;

e pehksanaaD pembi.aan, pemanrauan dan evaluasi kesiaian Pelalanan
KIA;

i melaksmahm sosialisasi kebijakan.

2. l<ecamalan, meliputi:

a. melaksanakan kebraka. Daerah bersama unsur Penyelenssara Tingkat

b. te.sedianla data melipun tenasa, sa.ana, sasa.an dan .akupan/hasil

c. perencanaan keburuhan anggaran Penyelenggaraan Pelalanan I(IA lanc
bemutu merata dan te.janekaui

d. pelaksanaan ke8iaran PelalanAn lilA sesuai srandar Iane berlakui

e pelahsaraan pembmaan, pemantauan dan evaluasi kegiaran Pelayanan

L metubantu menlediakan saEra dar t silnas jang dlbutuhkan untuk
mendukung terselenggaranya Legiatan KIA seperti Kemnraan, Desa

g membedalakan darl menggeraktan m.syarakat dalam mendukung

h. melaLsarakan s.sialisasi KIA

3. Desa, mel;ksanakan kebijak;r Daerah rersama unsur pentelenssda

a. melaksanakan pendataan sasa.ani

b meniediakan lahdn untuk membangun sarana keseharm asar
te.sclengga.anra Pela!anan klA se.ara berkeLmjutar;

.. membedalakan dan menggeraLkm setlap urlsur masya.akat liokoh
masya.akat,tokoh asarna, kader.lan kardng la na) untuk mendukung
heEiatan l{Al

d. membantu menyediakan sa.ana dan lasilitas yang dibutuhkan untuk
mendukung iercelengga.anr'a kegiaran KIA seperti ambulan rlesa,
ublnnl, dasolin. rlo.or dar.h, keminaaD:

€. melaksanahan penraiiauan dan evaluasi kegi!lan I<IA;

I melaksanakan sosialisasi KIA

Pasal 28

Peranggungjawaban .lalam pelaksanaan s€bagaimdra dimaksu.l daLam
Pasal 27 dilakl ran st..r. D.rjenrans



:l

BAB IX

PENGADUAN

PasaL 29

(1) Maslarakat termasuk ibu arau keluarga ilapat helaporkan Peiayana. KIA
yang tidak sesuai dengan siandar pelayand kesehatan ke Dinas Kesehatd
se.ara berjenjaDs.

(2) Dinas riesehatan secara be.jenjans menindaklanjuti lerhadap pengadum
\dg disampaikan oleh masvdr akat

BAB X

PELAPORAN

Pasal 30

11) Tenaga Pelalanan KIA ha s meLaksanakan pelaporan atas kegiatan
pelaksanaar Pelalanan IilA sctiap bulan secara be.j€niang.

(21 Tenaga Pelarai,n lilA najib melaporkan bila terjadi kematian ibu, ba-\,i

baru lahir, bari dan anak balita dalam batas uaktu 24 (dua luluh empatl
jam ke Dinas Kesehatan secaE be.jenians.

BAB XI

PEMBIAY.dAN

Pasal 3l
Pembia-\'aan pelaksanaarl proghd Pelayar KIA bersumbe. dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggar.n Belanja Daerah Pr.vlnsi, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta ArBsaran Perldapatan Belanja Desa.

BAB XIl

SANIiSI ADMINISTRATIF

Pasal32

(1) Tenaga Pelaranan KIA tang terbukti mela4gar ketentuan Pasal 2'1

diberikan sanksi administrasi sesuai densan ketentuan peraturan
peru.dang undangan.

(2) Penv€lc.gga.a Pelalanan liesehatan Daerali dan s[asta vang melakukan
pelangga.an, .lapat diberiki. santsi berulal

a. recuran Lisan, reguran tetulis dan pe..abutan izi. penyeLencsaraan
pelalanan kesehatan dalam {aklu lerrenlui

b. dikenakan sanksi penghentlan arau penutupan sementaE.

Pasal 33

(1) Setiap oran g/ masr a.aka( k.luarga lang terbukti melanggar kereniuan
sebagaihana dimahsud dalam Pasal 12, dibeikan sanksi adminislrasi.

(2) sanksi administrasi selragaimana dimaksud Pada ayat 11) be.u!a:

a. legura! lisan/atau iegllrarl te ulis;

b penundaan lenerbiian adminis.asi kependudukan dan pen.aratan

.. penun.l.!r,rPcn.ab![an i2in usaha



PENUTUP

P,s.l34
Peratu.an Bupari ini mulaiberlaklr pada ranggal diundangkan

Agar seiiap orane dapat mengehnuinta, memerinbnkd pengundangan
Peraturarl Bupati ini dengad penemparannya dalam Berna Daeral

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggaL 3 Februari 2021

PIt. EUPATI CIANJUR,

HERMAN SIJHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Februari 2021

PJ SEKRRTARIS DAERAH,

DODIT ARDIAN PANCAPANA

RERITA DAERAH KARI'PATEN CIAN.JUR TAHUN 2O21 NOMOR 11


